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WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR
23 TAHUN 2011 TENTANG IZIN PENDIRIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang: a.bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan

Mengingat :

menara telekomunikasi dan dalam rangka meningkatkan
rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi masyarakat di
sekitar lokasi pendirian menara telekomunikasi dan
untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari
keberadaan menara telekomunikasi, maka = secara
periodik Pemerintah Kota Banjarmasin perlu melakukan
pengawasan, pengecekan, pengendalian, dan
penanggulangan menara telekomunikasi di Kota
Banjarmasin;

b. Bahwa agar pelaksanaan Peraturan Daerah dapat

1.

diterapkan dengan maksimal, maka Pemerintah Kota
Banjarmasin menganggap perlu untuk menyesuaikan
Peraturan Daerah yang telah ada dengan kondisi di
lapangan.

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pendirian
Menara Telekomunikasi di Kota Banjarmasin;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan  Daerah  Tingkat II  di
Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

—_— o

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Neraga  republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4355);

. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

11.

12.

13.

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor S8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan  Daerah  (Lembaran = Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4761);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);



24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun
2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011
Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);

26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012
tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
dan
WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
BANJARMASIN NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG IZIN PENDIRIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23
Tahun 2011 tentang Izin Pendirian menara Telekomunikasi (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 23) diubah dan berbunyi
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah sehingga keseluruhan Pasal 4

(1)

(2)

(3)

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Setiap Pendirian Menara di Wilayah Kota Banjarmasin wajib memiliki izin
Operasional dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Izin Operasional Menara berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal
penerbitan izin dan her registrasi setiap tahun.

Kewajiban memiliki izin Operasional menara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dikecualikan terhadap penyelenggaraan menara tertentu
atau menara khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika,
navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan,
penyelenggara telekomunikasi khusus instansi Pemerintah serta
keperluan jaringan transmisi utama (backbone transmition).



()

(4) Untuk memiliki izin Operasional menara dengan mengajukan

2.

permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Pejabat yang
ditunjuk menyelenggarakan perizinan dengan melampirkan persyaratan
administrasi sebagai berikut :

a. Fotocopy KTP yang masih berlaku;

b. Fotocopy Izin Prinsip Menara;

c. Fotocopy Izin HO Menara;

d. Fotocopy IMB Menarsg;

e. Fotocopy akta pendirian Badan/Perusahaan beserta perubahannya

yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Ham;

Fotocopy dokumen perjanjian menara bersama;

. Surat persetujuan warga lingkungan sekitar dalam radius 125

(seratus dua puluh lima) persen dari ketinggian menara;
.Surat kepemilikan tanah secara sah sesuai Peraturan Perundang-
Undangan;

i. Dokumen perjanjian sewa jika tempat menara menyewa,

j. Surat rekomendasi Instansi Teknis dari Kota Banjarmasin;

k. Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia
menara berstatus Perusahaan terbuka;

1. Gambar Rencana Pembangunan Menara;

m. Dokumen perhitungan konstruksi;

n.Surat pernyataan bahwa lokasi/tempat bangunan menara tidak
bermasalah;

o. Surat pernyataan bersedia memperhatikan kesejahteraan masyarakat
dan memberikan bina lingkungan berupa kegiatan sosial, pendidikan
dan tempat ibadah kepada masyarakat setempat sejauh radius 125 %
(seratus dua puluh lima persen) ketinggian menara minimal 1 (satu)
kali dalam 1 tahun;

p. Dokumen Persyaratan teknis;

= S

Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d dihapus sehingga keseluruhan
Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Persyaratan permohonan Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB

(2)

Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), adalah sebagai
berikut:

a. persyaratan administratif; dan
b. persyaratan teknis.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, terdiri dari:
a. foto kopi kartu tanda penduduk;

b. surat kuasa di atas kertas bermeterai cukup dan foto kopi kartu tanda

penduduk pemberi dan penerima kuasa dalam hal pengajuan
permohonan izin dikuasakan kepada pihak lain;

c. mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran;
d. status kepemilikan tanah dan bangunan;



C)

(4)

e. rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai
tugas di bidang telekomunikasi;

f. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah
disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM;

g. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi
penyedia menara yang berstatus Perusahaan Terbuka;

h. perjanjian Kerja Sama Penggunaan Bersama Menara antara
operator yang menggunakan menara yang akan dibangun dengan
operator lain;

i. persetujuan dari warga sekitar dalam radius 125 % (seratus dua
puluh lima persen) ketinggian menara;

j. dokumen lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
k. izin prinsip, khusus untuk Izin Gangguan dan IMB Menara;dan
l. rencana anggaran dan biaya;

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara
internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai
berikut:

a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi: situasi, denah,
tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;

b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan
tanah, jenis pondasi, dan jumlah titik pondasi, termasuk
geoteknik tanah yang berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku; dan

c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap
(beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan
gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan,
sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.

d. Dihapus.

Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
paling sedikit memuat:

a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
b. nama perusahaan;

c. alamat perusahaan;

d. bidang usaha/kegiatan;

e. lokasi kegiatan;

f. nomor telepon perusahaan;

g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;

h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam
menjalankan usaha; dan

i. pernyataan pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 September 2013

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 September 2013




